SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA MASA
TANGGAP DARURAT DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

(COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di

Kabupaten Banyumas cenderung terus meningkat dari
waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak
negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek
sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga
perlu diantisipasi dampaknya terhadap pengusaha hotel
dan restoran di Kabupaten Banyumas;

bahwa Bupati Banyumas telah menetapkan masa tanggap
darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak
tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 yang
menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh hotel dan
restoran sehingga diharapkan dapat memutus rantai
penyebaran langsung Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
di Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
Bupati Banyumas perlu melakukan tindakan-tindakan
untuk mendukung dan menjamin kelangsungan
penyelenggaraan usaha hotel dan wusaha restoran di
Kabupaten Banyumas dengan memberikan pembebasan
Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada masa tanggap darurat;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembebasan Pajak
Hotel Dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat Dan
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di
Kabupaten Banyumas;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);

.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas(Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA MASA TANGGAP
DARURAT DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.
11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahaan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai kewenangan
menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan bidang keuangan sub
bidang pendapatan daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari
10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu
lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah
surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB 1II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk melindungi penduduk dari
malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka
meningkatkan masyarakat untuk hidup sehat.

Pasal 3
Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjaga stabilitas industri
pariwisata dan sektor pendukungnya termasuk usaha perhotelan dan restoran.

BAB III
PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

Pasal 4
(1) Dalam masa tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diberikan
pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada wajib pajak hotel dan
wajib pajak restoran di Kabupaten Banyumas sebesar 100% (seratus persen).
(2) Pembebasan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran berlaku sejak
masa pajak bulan April 2020 sampai dengan berakhirnya masa Penetapan
Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Banyumas atau dapat diperpanjang dengan melihat situasi dan
kondisi keberlanjutan usaha hotel dan restoran serta daya beli masyarakat.

Pasal 5
Pajak Restoran hanya dipungut pada belanja makanan dan minuman dari
anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD.

Pasal 6

Dalam masa tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) wajib pajak
hotel dan wajib pajak restoran tetap mengisi SPTPD nihil dan melaporkan kepada
Kepala BAPENDA.
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BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7
(1) Pelaksanaan pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran ditugaskan
kepada BAPENDA.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, BAPENDA dapat bekerja sama dengan
Perangkat Daerah lainnya atau lembaga/instansi lain yang terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 April 2020
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 18

inan sesuai dengan aslinya
RETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA B

& .H.
mbina Tk. I/IVb
196701281993021001
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